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1.1 Latar Belakang  
 Akuntabilitas adalah istilah yang berhubungan dengan tata kelola 
pemerintahan yang hakikatnya untuk menjaga agar tata kelola tersebut dapat 
berjalan dengan efesien dan efektif. Hal ini mengandung arti bahwa akuntabilitas 
bersentuhan dengan masalah pelaporan dan pertanggungjawaban, baik secara 
individu, kelompok ataupun institusi. Oleh karena itu, akuntabilitas sering 
digambarkan sebagai hubungan antara elemen, unsur atau bagian-bagian dalam 
suatu organisasi terkait dengan bidang tugas yang menjadi kewenangan dan 
tanggungjawabnya. 
Salah satu prinsip dari pemeritntahan yang baik (good governance) adalah 
akuntabilitas. Akuntabilitas adalah syarat terselenggaranya pemerintahan yang 
baik, amanah dan demokratis. Terwujudnya good governance adalah sebuah 
tuntutan untuk terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan 
yang berdaya guna, seperti bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(KKN). Lembaga pemerintahan yang berakuntabilitas publik artinya lembaga 
tersebut bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang 
diamanati oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol 
mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama. 
Tanggungjawab masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap lembaga 





 Dalam UU No. 28 Pasal 3 Tahun 1999 menjelaskan bahwa asas-asas umum 
penyelenggaraan negera meliputi: asas  kepastian hukum, asas tertib 
penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas 
proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam Undang-
Undang tersebut dijelaskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang 
menentukan bahwa setiap dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara 
harus dapat dipertanggungjawabkan kedapa masyarakat atau rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan tersebut maka diperlukan suatu 
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan sah sehingga dapat menjamin 
terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung 
secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab, serta terhindar 
dari praktik Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN). 
Pelayanan publik saat ini menjadi salah satu aspek yang krusial dalam 
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi pemerintah yang 
berhubungan langsung dengan masyarakat berperan sebagai institusi terdepan 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penyedia pelayanan 
publik, pemerintah atau institusi publik berkewajiban menyediakan layanan secara 
optimal di mana sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan dinamika masyarakat.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau 





perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa 
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. 
Masyarakat sebagai penerima pelayanan tentunya sangat menginginkan 
pelayanan yang cepat, bermutu, transparan dan dapat dijangkau oleh segala jenis 
kalangan. Sistem pelayanan publik di Indonesia masih menjadi polemik tersendiri. 
Sering kali masih ditemui di lapangan sistem pelayanan publik yang belum sesuai 
dengan tuntutan yang diharapkan oleh masyarakat seperti tidak efektif dan efisien, 
terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sehingga tidak menjamin kepastian 
waktu dan biaya, serta prosedur yang berbelit-belit. Sehingga hal ini dapat 
menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah. 
Berbagai fenomena penyelenggaraan pelayanan publik diatas menunjukan 
bahwa dalam pemberian pelayanan belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini 
dapat mengindikasikan aparat birokrat belum akuntabel dalam penyelenggaraan 
pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa. 
Salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel terhadap 
pengguna jasa antara lain telah ditetapkan Keputusan Menteri PAN Nomor 
26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang petunjuk teknik Transparansi dan Akuntabilitas 
dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Maksud ditetapkannya petunjuk teknis 
ini adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik unyuk 
meningkatkan kualitas akuntabilitas pelayanan publik, sementara tujuan 
ditetapkannya petunjuk teknis adalah untuk memberikan kejelasan bagi seluruh 
penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik agar 





Salah satu bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan pemerintah 
daerah yakni perihal administrasi kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Administrasi 
Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam 
penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, 
Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta 
pendayagunan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 
Saat ini data kependudukan sudah dianggap penting karema masyarakat akan 
membutuhkan data kependudukan untuk berbagai kepentingan dalam melakukan 
segala bentuk kegiatan baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. 
Bentuk nyata dari pelayanan administrasi kependudukan ini salah satunya adalah 
penerbitan KTP-el. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Bandung, peneliti menemukan adanya masalah terkait 
pelayanan KTP-el. Permasalahan tersebut berasal dari tidak tercapainya target 
yang telah ditentukan dalam pencetakan KTP-el dan adanya keterlambatan dalam 
waktu penyelesaian KTP-el.  
Berbagai masalah penyelenggaraan pelayanan diatas menunjukan bahwa 
dalam pemberian pelayanan belum dapat terlaksana baik. Hal ini dapat 
mengindikasikan aparat birokrat yang belum akuntabel dalam penyelenggaraan 





Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Akuntabilitas Pelayanan 
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Di Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kota Bandung”. 
Objek yang dipilih oleh peneliti yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Bandung, dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan perakaman dan 
pencetakan KTP-el. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, birokrasi 
pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk 
masyarakat. Pelayanan yang diberikan birokrasi pemerintah merupakan pelayanan 
yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, oleh karena itu sudah 
seharusnya pelayanan yang diberikan menuntut tanggung jawab dan moral yang 
tinggi. 
1.2 Fokus penelitian  
Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian 
yang sedang dilakukan guna membatasi studi yang diteliti. Fokus penelitian 
bersifat tentatif sesuai dengan berlangsungnya penelitian. Maka peneliti 
memfokuskan penelitian ini pada Akuntabilitas Pelayanan KTP-el di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. 
1.3 Rumusan Masalah 






1. Bagaimana akuntabilitas pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Bandung? 
2. Bagaimana hambatan dalam pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Bandung? 
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Bandung? 
1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
A. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :  
1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pelayanan KTP-el di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. 
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam 
pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Bandung. 
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan dalam 
menangani hambatan pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Bandung. 
B. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang 
bersifat teoritis tetapi juga memiliki kegunaan yang bersifat praktis. 





1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media 
referensi bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan konsep dan 
dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai akuntapilitas pelayanan 
publik. 
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangsi pemikiran yang bermanfaat bagi akuntabilitas pelayanan 
KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. 
